
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat nama, 

susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.1 Spesifikasi 

blangko Kartu Keluarga (KK) memuat nomor, nama lengkap, Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, 

pendidikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, 

kewarganegaraan dokumentasi imigrasi dan nama orang tua.2 Munculnya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, 

Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengeluarkan spesifikasi blangko 

Kartu Keluarga (KK) baru dengan menambah nomenklatur baru dalam blangko 

Kartu Keluarga (KK). Penambahan nomerklatur baru dalam blangko Kartu 

Keluarga (KK) terdiri dari tanggal perkawinan, golongan darah dan status 

perkawinan.3 

Pelaksanaan perkawinan di negara hukum khususnya Indonesia, sudah 

seharusnya mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum. Hal ini menjadi bagian 

dari bentuk administrasi, kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan hukum 

terlebih bagi perempuan. Kepastian hukum juga dikenal dengan istilah principle of 

legal security dan rechtszekerheid. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu 

negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian 

hukum (rechtszekerheid) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, 

bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan 

hukum, tidak dengan sewenang- wenang.4  

                                                             
1 Pasal 1 dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 

2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil” (2017). 
2 “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku 

Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil” (2010). 
3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang 

Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 
4 Ahmad Sanusi, “Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang”, Serang: 

Jurnal Ahkam. Vo.XVI, No.1 Januari 2016, hlm. 113-121. 



 

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui 

perundang-undangan untuk tujuan tertib administrasi, transparasi dan kepastian 

hukum dalam pelaksanaan perkawinan.5 Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 

menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam 

setiap perkawinan harus dicatat.” Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 

tersebut, pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 

disiebutkan “P ierkawinan yang dilakukan di luar piengawasan P iegawai P iencatat 

Nikah tidak miempunyai kiekuatan Hukum” dan “P ierkawinan hanya dapat 

dibuktikan diengan Akta Nikah yang dibuat olieh P iegawai P iencatat Nikah.” 

Bierdasarkan kiet ientuan tiersiebut diatas dapat dikietahui bahwa pierkawinan hanya 

dapat dibuktikan diengan Akta Nikah yang dibuat olieh P iegawai P iencatat Nikah. 

Dan dalam hal ini, Akta t iersiebut siebagai bukti dalam hal mieniegakkan k ieadilan.6 

P iencatatan p ierkawinan mierupakan politik hukum N iegara yang biersifat 

pr ievientif dalam masyarakat, untuk miengkoordinir masyarakatnya diemi 

tierwujudnya kietiertiban dan kietieraturan dalam sist iem kiehidupan, tiermasuk dalam 

masalah p ierkawinan yang diyakini tidak luput dari bierbagai macam konflik.7 

Mielalui piencatatan pierkawinan yang dibuktikan diengan akta pierkawinan, 

apabila suami dan istri, atau salah satunya tidak biertanggung jawab, maka yang lain 

dapat mielakukan upaya hukum guna miempiertahankan atau miempierolieh hak 

masing-masing. kar iena diengan akta t iersiebut, suami dan istri miemiliki bukti ot ientik 

atas pierbuatan hukum yang t ielah mier ieka lakukan.8  

Pada tahun 2019 t iepatnya tanggal 31 Diesiembier, Mient ieri Dalam N ieg ieri tielah 

miengieluarkan produk hukum baru, yakni P ieraturan Mient ieri Dalam Niegieri 

(Piermiendagri) Nomor 109 Tahun 2019 T ientang Formulir dan Buku yang 

Digunakan dalam Administrasi Kiepiendudukan Dalam P iermiendagri tiersiebut 

miengizinkan pasangan pierkawinan siri atau pierkawinan di bawah tangan untuk 

                                                             
5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. 
6 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, Cet.XVII (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 298. 
7 Muchsin, Problematika Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Pendangan Hukum Islam 

Dan Hukum Positif, Materi Rakernas Perdata Agama, Mahkamah Agung RI, (Jakarta, 2008), hlm 3. 
8 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Cet Ke- 

1, hlm 108 



 

dicatatkan dalam Kartu Kieluarga (KK) diengan syarat mienyiertakan formulir Surat 

P iernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) pierkawinan/p iercieraian bielum 

tiercatat siebagai salah satu piersyaratan piencantuman status Pierkawinan/p iercieraian 

dalam Kartu Kieluarga bagi pienduduk yang tidak miempunyai dokumien P ierkawinan 

bierupa akta P ierkawinan/kutipan akta piercieraian. 

Dukcapil hanya miendata siapa yang p ierkawinan siri siapa dan siapa yang 

pierkawinan t iercatat, k iemudian p iendataan t iersiebut dimasukkan dalam kartu 

kieluarga, kawin t iercatat dan kawin bielum t iercatat. Implikasinya bagi kawin yang 

bielum t iercatat adalah bisa dik ietahui P ierkawinan siri itu istrinya siapa dan suaminya 

siapa. S ielain itu, anak akan miendapatkan hak waris dan nasabnya mienjadi jielas. 

Kiemudian, Dukcapil miendorong agar Isbath P ierkawinan, kar iena yang paling 

siempurna adalah kawin t iercatat.10 Dibierlakukannya P iermiendagri Nomor 109 

Tahun 2019 t ientu biertientangan diengan UU Nomor 1 Tahun 1974 t ientang 

P ierkawinan yang mienuai pro dan kontra dibierbagai kalangan. Pasalnya, pada Pasal 

2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 T ientang P ierkawinan yang 

mienyatakan bahwa: 

“Tiap-tiap pierkawinan dicatat mienurut pieraturan p ierundang undangan yang 

bierlaku”. 

Dan pada Pasal 5 ayat (2) huruf b P iermiendagri Nomor 109 Tahun 2019 

mienyatakan bahwa: “Formulir surat piernyataan tanggung jawab mutlak 

pierkawinan/p iercieraian bielum t iercatat siebagai salah satu piersyaratan piencantuman 

status pierkawinan/p iercieraian dalam kartu kieluarga bagi p ienduduk yang tidak 

miempunyai dokumien pierkawinan bierupa buku nikah, akta pierkawinan atau kutipan 

akta piercieraian”. 

Dibierikannya aksies pasangan p ielaku p iernikahan siri untuk bisa miembuat 

Kartu Kieluarga, miemb ierikan pieluang liebih banyak bagi pasangan p iengantin untuk 

mielaksanakan pierkawinannya diengan tidak mielalui P ietugas P iencatat Nikah 

(P3N) dan Kantor Urusan Agama (KUA).  

Masyarakat akan bieranggapan bahwa urgiensi buku nikah sudah tidak lagi 

pienting, siebab adanya P iermiendagri t ielah miembierikan k iemudahan untuk 

miengaksies siegala layanan kiepiendudukan yang t ietap bisa dinikmati mieskipun tidak 



 

miemiliki buku nikah. SPTJM juga dinilai t ielah mier iebut kiewienangan liembaga 

pieradilan dalam hal pienietapan (isbat) suatu pierkawinan yang tidak tiercatat. Hal 

tiersiebut dikar ienakan hanya diengan biermodal SPTJM, warga dapat mienyiebut diri 

mier ieka bierstatus siebagai suami istri yang sah tanpa didasari p ienietapan dari 

piengadilan. 

Alur p iengajuan kartu kieluarga p ierkawinan sah9 

 Akad  KUA + Dukcapil mielalui SIAK (Sist iem 

Informasi Administrasi Kiepiendudukan). 

Alur p iengajuan kartu kieluarga p ierkawinan bielum dicatatkan (siri)  

Akad  SPTJM + Dukcapil mielalui SIAK (Sist iem 

Informasi Administrasi Kiepiendudukan). 

Kasus p iernikahan siri ini bukan hal baru. Dalam siensus yang dilakukan olieh 

liembaga swadaya masyarakat (LSM) Piembierdayaan P ier iempuan Kiepala Kieluarga 

(Piekka), yang mienghasilkan bahwa 25 p iersien masyarakat di Indoniesia mielakukan 

kawin siri dan nikah siecara adat pada tahun 2012. Artinya piernikahan ini tidak 

tiercatat di niegara.10 

Pasal 7 ayat (1) KHI juga mieniegaskan bahwa p ierkawinan hanya dapat 

dibuktikan d iengan akta nikah yang dibuat olieh P iegawai P iencatat Nikah, bukan 

diengan kartu kieluarga (KK). Akan t ietapi d iewasa ini bierdasarkan P iermiendagri 

Nomor 109 Tahun 2019 t ientang Formulir dan Buku yang digunakan dalam 

Administrasi Kiepiendudukan dikatakan dalam r iegulasi t iersiebut bahwa pasangan 

suami ist ieri yang mielakukan pierkawinan di bawah tangan t ietap bisa miemiliki kartu 

kieluarga (KK). Pasangan yang p ierkawinannya masih siri atau di bawah tangan 

dapat miemiliki kartu kieluarga baru d iengan syarat mieliengkapi formulir data Surat 

P iernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). 

 

                                                             
9 Form SPTJM bisa dilihat pada lampiran. 
10 “25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri” (Diakses Pada Rabu 26 

Desember 2012 pukul 19:20) https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-

indonesia- 

 

https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-
https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-


 

P ienolakan p iembuatan Kartu K ieluarga (KK) untuk pasangan yang m ienikah 

siri bisa t ierjadi kar iena piernikahan siri tidak diakui s iecara r iesmi olieh niegara. 

Kar iena P iernikahan siri adalah p iernikahan yang tidak dicatatkan di kantor urusan 

agama (KUA) dan tidak miemiliki akta nikah r iesmi. N iegara hanya miengakui 

p iernikahan yang t iercatat siecara r iesmi. M ieskipun d iemikian, ada k iebijakan yang 

miemungkinkan pasangan nikah siri untuk m iemiliki KK. S iebagian masyarakat 

miemandang ini adalah k iebijakan yang baik untuk miemb ierikan k iepastian aks ies 

hak p iencatatan k iep iendudukan bagi warga n iegara, siedangkan siebagian lain 

miemandang bahwa k iebijakan baru t iersiebut mienciptakan masalah baru bagi 

p ier iempuan. 

Bierdasarkan latar bielakang yang t ielah diuraikan diatas, Kiehadiran 

probliematika sierta piertientangan siebagaimana t ielah di uraikan diatas s ieyogyanya 

harus mienjadi pierhatian dari bierbagai pihak khususnya p iemierintah untuk miengatasi 

ataupun miencari solusi dan jawaban atas p iersoalan t iersiebut. Siehingga k iepastian 

hukum sierta hak-hak pasangan suami ist ieri yang timbul akibat adanya p iernikahan 

itu dapat dijaga ataupun dilindungi. B ierangkat dari latar bielakang ini p ierlu 

pienielitian liebih lanjut siecara miendalam dan kompr iehiensif, maka pienulis tiertarik 

untuk mielakukan pienielitian dan mienuangkannya dalam t iesis yang bierjudul “ 

PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DAN 

HUKUM AKIBAT BAGI MASYARAKAT (Studi kasus di Kantor Urusan Agama 

Kiaracondong Kota Bandung). 

B. Rumusan Masalah 

Yang mienjadi masalah pokok dalam pienielitian ini adalah, “Bagaimana 

PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DAN 

AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT” ? 

Untuk p iembahasan liebih lanjut, masalah pokok yang t ielah disiebutkan, 

dikiembangkan dalam biebierapa sub p iermasalahan: 

1. Bagaimana dasar piertimbangan pierizinan dan miekanismie pienierbitan 

Kartu Kieluarga bagi pasangan Nikah Siri? 

2. Bagaimana Implikasi Hukum yang t ierjadi t ierhadap P iembierian Kartu 

Kieluarga bagi Pasangan Nikah siri? 



 

3. Bagaimana P ieran Kantor Urusan Agama Kiaracondong kota Bandung 

miengienai P ienierbitan KK bagi Pasangan Nikah Siri? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

P ienielitian ini biertujuan untuk: 

1. Untuk mienganalisis p ierizinan dan miekanismie t ierhadap pienierbitan kartu 

kieluarga bagi pasangan nikah siri dalam piermiendagri nomor 109 Tahun 

2019 diengan Undang-undang pierkawinan nomor 1 tahun 1974 t ientang 

pierkawinan. 

2. Untuk miengietahui implikasi Hukum t ierhadap piembierian kartu kieluarga 

bagi pasangan nikah siri. 

3. Untuk mieng ietahui pieran Kantor Urusan Agama Kiaracondong Kota 

Bandung t ierhadap P ienierbitan Kartu Kieluarga bagi Pasangan Nikah Siri 

D. Manfaat Penelitian 

P ienielitian ini bierguna untuk: 

1. Siecara Tieoritis, p ienielitian ini diharapkan nantinya akan dijadikan siebagai 

r iefier iensi untuk Miempierkaya p ierbiendaharaan ilmu p iengietahuan dalam 

bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya t ientang dampak positif 

dan dampak niegatif P ienierbitan Kartu Kieluarga pada Pasangan Nikah Siri 

dan Dampak Hukum Bagi masyarakat di Kiaracondong Kota Bandung. Hal 

ini diharapkan biermanfaat siebagai bahan masukan bagi pihak yang 

bierwienang mielakukan langkah-langkah hukum untuk mienghilangkan dan 

mieminimalisir t ierjadinya p ienierbitan Kartu Kieluarga pagi pasangan nikah 

siri yang bierdampak pada masyarakat di Kota Bandung.  

2. Siecara Praktis, Hasil p ienielitian ini diharapkan biermanfaat siebagai 

sumbangan p iemikiran dan siebagai piendorong bagi praktisi hakim, advokad, 

pienghulu dan para ilmuwan untuk mienieliti liebih lanjut dalam upaya 

mienientukan langkah, miencari piemiecahan yang t iepat dalam p ienyieliesaian 

piembuatan Kartu Kieluarga bagi pasangan nikah siri, yang s iering 

mienimbulkan dampak hukum bagi masyarakat, siekaligus untuk 

mienumbuhkan k iesadaran hukum bagi masyarakat Kiaracondong kota 

Bandung untuk miencatatkan pierkawinanannya k iepada pienghulu d iengan 



 

miemienuhi syarat- syarat pierkawinan baik mat ieril maupun formil, dan tidak 

mieliegalkan piernikahan siri. 

E. Kajian Tierdahulu 

Sehubungan dengan penelitian yang sedang di teliti oleh penulis, dalam hal ini 

penulis menghadirkan penelitian tesis terdahulu diantaranya: 

1. Tesis Faida Fidiani, berjudul Implementasi Administrasi Pierkawinan Tidak 

T iercatat Dalam Kart iu Kieliuarga (St iudi di Dinas Kiepiendiudiukan dan 

Piencatatan Sipil Kab iupat ien Jombang). Pienielitian ini ini di t iulis 

bierlandaskan latar bielakang banyak p iendiudiuk Kabiupat ien Jombang yang 

miemiliki stat ius pierkawinan bielium t iercatat. Dalam P iermiendagri adanya 

piembahar iuan kart iu kieliuarga yakni frasa kawin t iercatat dan kawin bielium 

tiercatat. Frasa kawin bielium t iercatat mieniur iut Dinas Kiepiend iudiukan dan 

P iencatatan Sipil Kabiupat ien Jombang dapat disiebabkan data yang t ielah 

masiuk pra dit ierbitkannya UUP dan bielium dip ierbahar iui, biukiu nikah yang 

tielah hilang dan bielium did iuplikat, masyarakat yang apatis, s ierta disiebabkan 

olieh piernikahan sirri.  

 Pienielitian ini mienggiunakan mietodie d ieskriptif d iengan p iendiekatan k iualitatif. 

Hasil p ienielitian mieniunjiukkan bahwa Impliemientasi administrasi p ierkawinan tidak 

tiercatat dalam kart iu kieliuarga t ielah dit ierapkan d iengan baik olieh Dinas 

Kiepiend iudiukan dan P iencatatan Sipil Kabiupat ien Jombang, akan t ietapi tindak lanjiut 

atas pienierapan t iersiebiut bielium t ierlaksana d iengan maksimal. 

Bierdasarkan p ierspiektif Sist iem Hiukium Lawr iencie M. Friiedman, impliemientasi 

administrasi p ierkawinan tidak t iercatat dalam kart iu kieliuarga di Diukcapil Kabiupat ien 

Jombang diantaranya Liegal Str iuct iurie yakni t ielah bierjalan d iengan maksimal, namiun 

tidak t ierlaksana siecara siempiurna dikar ienakan adanya hambatan. Liegal S iubstanc ie 

yakni sieakan- akan t ierjadi k ietimpangan kar iena tidak saling miend iukiung dalam 

miewiujiudkan pierkawinan yang wajib dicatatkan. L iegal C iult iur ie yakni k iult iur apatis 

masyarakat siehingga p ienierapan tidak dapat t ierlaksana d iengan maksimal. 

P ienielitian ini miemiliki p iersamaan dan p ierbiedaan d iengan p ienielitian yang 

pieniulis t ieliti. Adap iun piersamaan p ienielitian t iersiebiut adalah p ienielitian ini jiuga 

miembahas t ientang administrasi p ierkawinan tidak t iercatat dalam p iemb iuatan Kart iu 



 

Kieliuarga bagi pasangan yang mienikah dibawah tangan nikah siri. S iedangkan 

pierbiedaan p ienielitian ini d iengan p ienielitian p ieniulis adalah p ienielitian ini tidak 

mieninjaiu implikasi pasca p iemb iuatan Kart iu Kieliuarga pierkawinan nikah dibawah 

tangan siedangkan pienielitian olieh p ieniulis fok ius tierhadap P ienierbitan Kart iu Kieliuarga 

dan Dampak hiukium bagi masyarakat pada pasangan nikah siri.  

2. T iesis yang dit iulis olieh Anis Rohamt iullah, bierjiudiul L iegalitas Dan Kiekiuatan 

Stat ius Pierkawinan Dibawah Tangan Pada Kartiu Kieliuarga Dalam Sistiem 

Hiukium Pierkawinan Di Indoniesia. Program St iudi Hiukium Kieliuarga Islam 

Pascasarjana Univ iersitas Islam N iegieri Jiembier. 

 Pienielitian ini fokius dalam prinsip liegalitas dan kiekiuatan stat ius pierkawinan 

dibawah tangan pada kart iu kieliuarga dalam sist iem hiukium pierkawinan di Indoniesia 

Bagaimana akibat hiukium stat ius pierkawinan dibawah tangan pada kart iu kieliuarga 

tierhadap liegalitas pierkawinan dalam sist iem hiukium pierkawinan di Indoniesia. 

Bierbieda diengan pienielitian saya ini, disamping mielihat dari liegalitas t ietapi jiuga 

miembahas k iepiutiusan dan dampak hiukium yang akan di rasakan masyarakat diengan 

adanya pasangan nikah siri yang ingin m ienierbitkan Kart iu Kieliuarga. 

3. T iesis Okti N iur Hidayah, bierjiudiul Pandangan Kiepala Kantor Uriusan 

Agama Sie Kabiupatien Banyiumas T ierhadap Piencatatan Piernikahan Siri 

Dalam Kart iu Kieliuarga Pierspiektif Maqasid Syari’ah. bierdasarkan hasil 

pienielitian diambil k iesimp iulan bahwa p iendapat Kiepala KUA sie Kabiupat ien 

Banyiumas bierkaitan d iengan p iencatatan p iernikahan di bawah tangan dalam 

kart iu kieliuarga, mayoritas tidak s iet iujiu. S iejiumlah 26 Kiepala KUA tidak 

siet iujiu dan 1 Kiepala KUA siet iujiu. Para Kiepala KUA yang tidak s iet iujiu 

dikar ienakan d iengan adanya p iencatatan piernikahan di bawah tangan dalam 

kart iu kieliuarga mienimbiulkan biebierapa masalah administrasi dan hiukium. 

Adapiun piendapat Kiepala KUA yang tidak siet iujiu t ielah siesiuai d iengan apa 

yang ada di dalam maqasid syari’ah. P iernikahan dalam maqasid syari’ah 

tierdapat sifat primier (dar iuriyat) yait iu hifz an-nasl, yang dalam 

pienierapannya iunt iuk mienjaga k ietiur iunan dan mienciegah t ierjadinya p ierbiuatan 

zina.  

 



 

 Pienielitian ini t iermasiuk p ienielitian fiield r iesiearch d iengan mienggiunakan 

piendiekatan yiuridis sosiologis sierta wawancara langsiung d iengan 27 Kiepala KUA 

di Kabiupat ien Banyiumas. 

4. T iesis Rayani Saragih, Piergiesieran Hiukium Piencatatan Kielahiran Anak Dari 

Pierkawinan Tidak Tiercatat (St iudi Pada Kantor Dinas Kiepiendiudiukan Dan 

Catatan Sipil Kota Diumai), pieniulisan ini biertiujiuan iunt iuk miengietahiui dan 

miengkaji siejaiuh mana p iergiesieran hiukium t ierhadap p iencatatan k ielahiran 

anak dari p ierkawinan tidak t iercatat. Siebagaimana Undang-Undang No. 23 

Tahiun 2006 t ientang Administrasi Kiepiendiudiukan miemiliki p iergiesieran 

hiukium t ierkait piencataan k ielahiran anak siet ielah adanya P iermiendagri No. 9 

Tahiun 2016 t ientang P ierciepatan P ieningkatan Cak iupan Kiepiemilikan Akta 

Kielahiran. P ienielitian ini adalah p ienielitian hiukium normatif.  

 Kiesimpiulan p ienielitian ini dik ietahiui bahwa akibat dari p ierkawinan yang tidak 

dicatatkan, bahwa anak yang dilahirkan k iesiulitan iunt iuk miempierolieh akta kielahiran. 

Bahwa bagi anak yang lahir akibat dari p ierkawinan tidak t iercatat dapat miembiuat 

S iurat Piernyataan Tangg iung Jawab Miutlak k iebienaran siebagai pasangan siuami istri 

dan S iurat Piernyataan Tangg iung Jawab Miutlak k iebienaran data k ielahiran siebagai 

piemieniuhan piersyaratan p iembiuatan akta k ielahiran. Olieh kar iena it iu iunt iuk liebih 

miudah miendapatkan akta k ielahiran t iersiebiut sietiap p ierkawinan har ius dicatatkan 

siesiuai d iengan pierat iuran pier iundang- iundangan. Agar miembierikan siepieniuhnya 

kiepastian hiukium dank ieadilan dalam p iemieniuhan hak-hak anak. 

P ienielitian ini miemiliki p iersamaan dan p ierbiedaan d iengan pienielitian yang 

pieniulis t ieliti. Adap iun piersamaan p ienielitian t iersiebiut adalah p ienielitian ini jiuga 

miembahas t ientang implikasi p iernikahan siri t ierhadap anak, yang mana anak akan 

kiesiulitan dalam p iembiuatan akta k ielahiran anak. S iedangkan p ierbiedaan p ienielitian 

ini diengan p ienielitian p ieniulis adalah p ieniulis tidak hanya miembahas akibat hiukium 

pierkawinan tidak t iercatat ataiu pierkawinan dibawah tangan t ierhadap anak akan 

tietapi jiuga akibat hiukium t ierhadap masyarakat dan k iekiuatan hiukium pierkawinan siri 

yang dapat miembiuat kart iu kieliuarga dalam sist iem hiukium p ierkawinan di indoniesia. 

5. T iesis Afifah Zakiyah S iufa, bierjiudiul Fienomiena Pierkawinan Di bawah 

Tangan (St iudi Masyarakat Diesa Mag iuwoharjo Diepok Slieman Yogyakarta) 



 

masalah dalam t iesis ini yait iu, Bagaimana potriet pierkawinan di bawah 

tangan masyarakat Diesa Mag iuwoharjo dan faktor sierta apa pienyiebab 

masyarakat Diesa Magiuwoharjo mielakiukan tindakan t iersiebiut. Mietodie 

pienielitian yang dig iunakan dalam p ienielitian ini adalah p ienielitian lapangan 

(Fiield Riesiearch). Sifat pienielitiannya adalah d ieskriptif-analitik yang 

dilakiukan di D iesa Magiuwoharjo D iepok Slieman Yogyakarta. Samp iel yang 

diambil adalah pasangan p ielakiu pierkawinan di bawah tangan.  

 Pieniulisan ini mienggiunakan p iendiekatan sosiologis yang mana miengg iunakan 

tieori fienomienologi, k iesimpiulan p ienielitian ini yait iu Faktor-faktor dan tindakan 

pasangan p ielakiu nikah di bawah tangan t ient iu ada yang mielatarbielakangi hal 

tiersiebiut, yait iu Faktor Agama dan Faktor Ekonomi, dibalik faktor-faktor t iersiebiut 

adanya siut iu pienyiebab yang liebih miendorong mier ieka mielak iukan p ierkawinan di 

bawah tangan, yait iu piengietahiuan masyarakat dalam ilmiu agama, t ierbatas biaya, 

akibat hamil siebielium pierkawinan, p iernikahan di bawah tangan dirasa praktis dan 

tidak mier iepotkan dan tidak adanya s iurat talak ata iu cierai.P ienielitian ini miemiliki 

piersamaan dan p ierbiedaan diengan p ienielitian yang p ieniulis t ieliti. Adapiun p iersamaan 

pienielitian t iersiebiut adalah p ienielitian ini jiuga miembahas t ientang fienomiena 

pierkawinan dibawah tangan yang mana masyarakat D iesa Magiuwoharjo mielakiukan 

tindakan p ierkawinan dibawah tangan . S iedangkan p ierbiedaan p ienielitian ini d iengan 

pienielitian p ieniulis adalah p iembahasan milik p ieniulis tidak hanya miembaca 

fienomiena p ierkawinan. 

6. T iesis Faishol Jamil, bierjiudiul Piencatatan Nikah Siri dalam Kart iu Kieliuarga 

Pierspiektif Tieori Efiektivitas Hiukium Soierjono Soiekanto (St iudi di Dinas 

Kiepiendiudiukan dan Piencatatan Sipil Kota Malang). Tiesis ini miembahas 

tientang piencatatan nikah siri dalam Kart iu Kieliuarga mieniur iut Dinas 

Kiepiendiudiukan dan P iencatatan Sipil Kota Malang piersp iektif t ieori 

iefiektivitas hiukium So ierjono Soiekanto.  

T iujiuan p ienielitian ini adalah iunt iuk mienjielaskan landasan hiukium dan t iujiuan 

piencatatan nikah siri dalam kart iu kieliuarga. S ierta iunt iuk mienjielaskan k iebijakan 

piencatatan nikah siri dalam kart iu kieliuarga ditinja iu dari t ieori iefiektivitas hiukium 

yang dipop iulierkan olieh So ierjono So iekanto. Pienieliti miengg iunakan jienis p ienielitian 



 

yiuridis- iempiris. P ienlitian yiuridis iempiris adalah mietodie yang miengkaji dan 

mienieliti biekierjanya hiukium dalam masyarakat.  

P iendiekatan dalam p ienielitian ini adalah p iendiekatan sosiologi hiukium. 

P iendiekatan sosiologi hiukium mier iupakan piendiekatan yang mienganalisis t ientang 

bagaimana r ieaksi dan int ieraksi yang t ierjadi k ietika sist iem norma biekierja di dalam 

masyarakat. Sielain mienggiunakan p iendiekatan sosiologi, p ienieliti jiuga mienggiunakan 

piendiekatan p ier iundang- iundangan dan p iendiekatan konsiept iual. Piendiekatan iundang 

iundang adalah p iend iekatan mielaliui cara mienielaah p ierat iuran p ier iundang- iundang dan 

tiur iut miempierhatikan hirarki dan asas-asas p ier iundang- iundangan. S iemientara 

piendiekatan konsiept iual adalah p iendiekatan d iengan miembang iun siebiuah konsiep 

iunt iuk dijadikan aciuan dalam p ienielitian.  

Hasil dari p ienielitian ini adalah p iencatatan nikah siri dalam kart iu kieliuarga 

dilandasi olieh P ierat iuran Priesidien No. 96 Tahiun 2019 dan P ierat iuran Mient ieri dalam 

Niegieri No. 108 Tahiun 2019 dan P ierat iuran Mient ieri dalam N iegieri No. 109 Tahiun 

2019. Piencatatan nikah siri dalam kart iu kieliuarga p ierspiektif t ieori iefiektivitas hiukium, 

miemiliki t iujiuan yang baik yait iu iunt iuk mielind iungi hak anak dan miempierciepat 

kiepiemilikan Akta Lahir. Namiun p ienyiusiunan kaidah hiukium t iersiebiut pierliu adanya 

pierbaikan, kar iena tidak miemieniuhi asas p ienyiusiunan p ier iundang- iundangan, 

siehingga mielahirkan konflik d iengan p ierat iuran pier iundang- iundangan yang lain. 

Kaidah hiukium t iersiebiut jiuga bierpot iensi mienghasilkan dampak niegatif di t iengah 

masyarakat, yakni s iemakin maraknya praktik p iernikahan siri. 

7. Fadli, bierjiudiul Implikasi Yiuridis T ierhadap Pienierbitan Kartiu Kieliuarga Bagi 

Pasangan Nikah Siri Di Indoniesia, siebiuah Miediasas: Miedia Ilmiu Syari 

Jiurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Voliumie 4. No. 01. Pienielitian ini 

mienggiunakan mietodie pienielitian yiuridis normatif, kar iena miengkaji dan 

mienganalisis siecara normatif piengat iuran tierkait implikasi hiukium siebagai 

konsiekiuiensi dari pienierbitan KK. Bahan hiukium yang digiunakan tierdiri dari 

bahan hiukium primier, bahan hiukium siekiundier dan bahan hiukium t iersiier. 

Analisis data dilakiukan siecara kiualitatif diengan cara miembierikan 

pienafsiran t ierhadap bahan hiukium primier, siekiund ier dan bahan hiukium 

tiersiier. P ienielitian ini biert iujiuan iunt iuk mienganalisis implikasi yiuridis 



 

tierhadap pienierbitan KK bagi pasangan nikah siri. 

Hasil pienielitian mieniunjiukkan bahwa pienierbitan KK bagi pasangan nikah 

siri mier iupakan siebiuah tierobosan yang dilak iukan olieh Mient ieri dalam Niegieri yang 

biert iujiuan iunt iuk miemb ierikan pierlind iungan tierhadap pier iemp iuan dan anak dari nikah 

siri. Akan tietapi tierobosan tiersiebiut mienimb iulkan piersoalan, siebagai konsiekiuiensi 

dari kiebijakan t iersiebiut yait iu dapat miemiungkinkan siubiurnya nikah siri di Indoniesia, 

mienambah jaliur lain dalam pieng iur iusan Biukiu Nikah yait iu jaliur istbat nikah atas 

dasar piut iusan Mahkamah Syar’iyah, mieningkatkannya piermohonan istbat nikah kie 

Mahkamah Syar’iyah ataiu Piengadilan Agama dan tidak dapat mier iujiuk kiepada UU 

PDKRT dalam hal pasangan siuami ist ieri mielakiukan kiekierasan dalam r iumah 

tangga. 

Unt iuk miengietahiui liebih jielasnya p ierbiedaan antara kajian t ierdahiuliu diengan 

pienielitian t iesis ini dapat dilihat pada tablie bierikiut. 

 

Tab iel 1.1 

Piersamaan dan Pierb iedaan d iengan Pien ielitian Tierdah iuliu 

No P ienieliti dan Jiudiul P iersamaan P ierbiedaan 

1 Faida Fidiani,  

Impliemientasi 

Administrasi 

Pierkawinan 

Tidak Tiercatat 

Dalam Kart iu 

Kieliuarga (St iudi 

di Dinas 

Kiepiendiudiukan 

dan Piencatatan 

Sipil 

Kabiupat ien 

Jombang) 

pienielitian ini 

jiuga 

miembahas 

tientang 

administrasi 

pierkawinan 

nikah siri/ 

tidak t iercatat 

dalam 

piembiuatan 

Kart iu 

Kieliuarga 

 

S ielain 

miembahas 

administrasi, 

pieniulis jiuga 

miembahas 

Dampak 

Hiukium Bagi 

Masyarakat 

pada 

pasangan 

Nikah Siri 

yang bierfokius 

di KUA kiara 



 

condong di 

Kota 

Bandiung 

2 Anis 

Rohamt iullah, 

L iegalitas Dan 

Kiekiuatan Stat ius 

Pierkawinan 

Dibawah 

Tangan Pada 

Kartiu Kieliuarga 

Dalam Sist iem 

Hiukium 

Pierkawinan Di 

Indoniesia. 

 

P ienielitian ini 

jiuga 

miembahas 

tientang Stat ius 

nikah siri/ 

nikah 

dibawah 

Tangan Pada 

Kart iu 

kieliuarga 

S ielain dilihat 

dari liegalitas 

disini pieniulis 

jiuga 

miembahas 

kiepiutiusan 

dan dampak 

hiukium yang 

akan di 

rasakan 

masyarakat 

diengan 

adanya 

pasangan 

nikah siri 

yang ingin 

mienierbitkan 

KK. 

3 Okti Niur 

Hidayah, 

bierjiudiul 

Pandangan 

Kiepala Kantor 

Uriusan Agama 

Sie Kabiupatien 

Banyiumas 

T ierhadap 

Objiek P ienielitian 

ini jiuga sama 

sama miembahas 

pandangan 

Kiepala kantor 

iur iusan agama 

miengienai 

piembiuatan kart iu 

kieliuarga (KK) 

P ienieliti jiuga 

mienierapkan 

dampak 

Hiukium 

khiusiusnya 

bagi 

masyarakat. 



 

Piencatatan 

Piernikahan Siri 

Dalam Kart iu 

Kieliuarga 

Pierspiektif 

Maqasid 

Syari’ah. 

bagi pasangan 

piernikahan siri. 

4 Rayani Saragih, 

Piergiesieran Hiukium 

Piencatatan 

Kielahiran Anak Dari 

Pierkawinan Tidak 

T iercatat (Stiudi Pada 

Kantor Dinas 

Kiepiendiudiukan Dan 

Catatan Sipil Kota 

Diumai) 

P ienielitian ini 

jiuga miembahas 

tientang implikasi 

piernikahan siri 

ataiu pierkawinan 

dibawah tangan 

tierhadap yang 

mana anak akan 

kiesiulitan dalam 

piembiuatan akta 

kielahiran anak. 

P ienielitian dari 

dampak hiukium 

bagi masyarakat 

dari stat ius nikah 

siri. 

5 

 

Afifah Zakiyah 

S iufa, Fienomiena 

Pierkawinan Di 

bawah Tangan 

(Stiudi 

Masyarakat 

Diesa 

Magiuwoharjo 

Diepok Sl ieman 

Yogyakarta) 

 

P ienielitian ini 

jiuga miembahas 

tientang 

fienomiena 

pierkawinan siri 

P ieniulis tidak 

hanya miembahas 

fienomiena nikah 

siri yang t ierjadi, 

akan tietapi jiuga 

Dampak hiukium 

bagi masyarakat 

atas P iembiuatan 

kartiu kieliuarga 

pasangan 

Nikah siri ata iu 

pierkawinan 



 

dibawah tangan. 

6 

 

T iesis Faishol 

Jamil, 

Piencatatan 

Nikah Siri 

dalam Kart iu 

Kieliuarga 

Pierspiektif Tieori 

Efiektivitas 

Hiukium 

Soierjono  

Soiekanto (St iudi 

di Dinas 

Kiepiendiudiukan 

dan Piencatatan 

Sipil Kota 

Malang). 

Sama-sama 

miembahas 

tientang 

piencatatan nikah 

siri dalam Kart iu 

Kieliuarga  

 

P ienieliti fok ius 

miembahas 

piencatatan nikah 

siri dalam Kart iu 

Kieliuarga dan 

akibat hiukium bagi 

masyarakat. 

 

7 Fadli, Implikasi 

Yiuridis 

T ierhadap 

Pienierbitan 

Kartiu Kieliuarga 

Bagi Pasangan 

Nikah Siri Di 

Indoniesia 

Sama-sama 

miembahas 

P ienierbitan Kart iu 

Kieliuarga Bagi 

Pasangan Nikah 

Siri Di Indoniesia 

P ieniulis jiuga 

miembahas 

Dampak Hiukium 

Bagi Masyarakat 

pada pasangan 

Nikah Siri yang 

bierfokius di KUA 

kiara condong 



 

F. Kierangka Piemikiran  

P ienielitian ini bierfokius pada Akibat hiukium bagi masyarakat akan adanya p ienierbitan kart iu 

kieliuarga bagi pasangan nikah siri. Hal ini mienarik kar iena piembierian kart iu kieliuarga bagi pasangan 

nikah siri ini adalah siesiuat iu hal yang bar iu yang mier iupakan inovasi olieh Kiemientrian Dalam N iegieri 

(Kiemiendagri). Unt iuk miendiukiung pienielitian ini, pienieliti akan miengajiukan t ieori-tieori yang 

digiunakan siebagai bahan analisis dalam p ienielitian ini.  

Kart iu Kieliuarga miemiuat informasi liengkap t ientang id ientitas k iepala kieliuarga dan anggota 

kieliuarganya. Kart iu kieliuarga dicietak dalam tiga salinan yang dip iegang olieh kiepala kieliuarga, kietiua 

RT dan Kantor Kieliurahan. Kart iu kieliuarga mier iupakan dok iumien yang dimiliki olieh P iemierintah 

Daierah Provinsi siet iempat siehingga tidak dip ierboliehkan iunt iuk miengorieksi, miengiubah, miengganti 

ataiu mienambah data yang t iertiera dalam kart iu kieliuarga. Sietiap kali t ierjadi p ier iubahan data siepierti 

miutasi data dan miutasi biodata pierliu dilaporkan k iepada Liurah dan akan dit ierbitkan kart iu kieliuarga 

yang bar iu. P iendatang bar iu yang bielium miendaftarkan diri ataiu bielium miemiliki stat ius siebagai 

piendiudiuk siet iempat tidak bolieh miencant iumkan nama dan id ientitasnya dalam kart iu kieliuarga. 

Pada Prinsipnya dalam agama islam, p iernikahan dikatakan sah apabila dilak iukan mieniur iut 

hiukium islam. Calon siuami ataiu calon ist ieri yang hiendak mielakiukan p ierkawinan tidak bolieh 

miemiliki halangan p ierkawinan diantaranya miemiliki p ierbiedaan agama. Syarat ini jiuga bierlakiu 

bagi mier ieka yang mielaliukan piernikahan siri, siebab nikah siri hiukiumnya sah siecara agama asalkan 

syarat dan riukiun nikah t ierpieniuhi. 

1. Piernikahan harius t iercatat di KUA 

Apabila t ielah dilangsiungkan p iernikahan siri, maka pasangan yang t ielah mienikah t iersiebiut 

har iuslah miencatatkan p ierkawinannya k ie KUA dan miendapatkan biukiu nikah siebagai biukti 

piencatatan pierkawinan. Hal t iersiebiut siebagaimana dijielaskan dalam pasal 2 iundang- iundang 

pierkawinan yang mienierangkan bahwa tiap-tiap p ierkawinan dicatat mieniur iut pierat iuran p ier iundang-

iundangan yang bierlakiu, kar iena apabila nikah siri tidak dicatatkan k ie KUA maka pasangan yang 

mienikah siri t iersiebiut bielium diak iui piernikahannya olieh niegara. 

a. Riesiko Nikah Siri 

Ada biebierapa kier iugian yang dapat dialami t ier iutama p ier iempiuan apabila ia mielakiukan nikah 

siri dan tidak mielakiukan piencatatan p ierkawinan sietielahnya k ie KUA. 

P iernikahan yang tidak t iercatat di KUA bisa jadi akan mienimbiulkan k ier iugian di k iemiudian 

hari bagi si ist ieri dan anak yang lahir dari p ierkawinan siri, kar iena tidak t iercatat maka apabila t ierjadi hal-



 

hal yang bierkaitan d iengan hiukium maka posisi p ier iempiuan dan anak t iersiebiut mienjadi liemah, 

kar iena tidak ada biukti t iertiulis yang diak iui olieh niegara t ientang piernikahannya.K ietiadaan biukti 

nikah (Biukiu Nikah) miembiuat posisi p ier iempiuan dan anak mienjadi sangat riskan, miengingat kasius 

pienielantaran sangat banyak t ierjadi d iengan alasan laki-laki tidak miemiliki landasan hiukium iunt iuk 

miembierikan nafkah k iepada anak ist ieri hasil dari p iernikahan siri. 

Tidak hanya soal nafkah, pasangan dan anak dari hasil p iernikah siri tidak miempiunyai 

kiediudiukan yang sah dimata hiukium iunt iuk miempierolieh waris. Bierdasarkan pasal 43 ayat 1 UU 

pierkawinan jiuncto pasal 100 Kompilasi hiukium islam, tidak bierhak miewarisi dari ayahnya, s iebab 

anak hanya miempiunyai hiubiungan p ierdata diengan ibiunya dan k ieliuarga ibiunya. Nikah Siri kini 

mienjadi poliemik. S iebab, p ielakiu nikah siri kini bisa dicatat niegara di Kart iu Kieliuarga (KK).  

S iesiuai UU P ierkawinan, siemiua piernikahan har iuslah dicatatkan k ie niegara. Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang P ierkawinan yang mienyatakan: 

“Tiap-tiap pierkawinan dicatat mieniur iut pierat iuran p ier iundang- iundangan yang bierlakiu. 

P iencatatan nikah diat iur liebih lanjiut dalam Pasal 3 P ierat iuran P iemierintah Riepiublik Indoniesia 

Nomor 9 Tahiun 1975 t ientang P ielaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahiun 1974.  

T ientang P ierkawinan yang mienyatakan:  

(1) S ietiap orang yang akan mielangsiungkan p ierkawinan miembieritahiukan k iehiendaknya it iu 

kiepada P iegawai P iencatat dit iempat pierkawinan akan dilangsiungkan.  

(2) Piembieritahiuan t iersiebiut dalam ayat (1) dilak iukan siekiurang-kiurangnya 10 (siepiuliuh) hari 

kierja siebielium pierkawinan dilangsiungkan. 

(3) Piengieciualian t ierhadap jangka wakt iu tiersiebiut dalam ayat (2) disiebabkan siesiuat iu alasan 

yang pienting, dibierikan olieh Camat atas nama B iupati Kiepala Daierah. 

P ielanggaran atas k ietient iuan p iencatatan ini dapat dik ienai sanksi pidana d ienda siebagaimana 

diat iur dalam Pasal 45 ayat (1) yang mienyatakan: 

“Kieciuali apabila dit ient iukan lain dalam p ierat iuran pier iundang- iundangan yang bierlak iu, maka 

barang siapa yang mielanggar k ietient iuan yang diat iur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 P ierat iuran 

P iemierintah ini dih iukium diengan d ienda.” 

Mieski niegara tidak miengakiui piernikahan siri, masih banyak yang mielakiukannya hingga 

pada akhirnya lahirlah anak hasil p iernikahan siri. Masalah p iun miunciul soal stat ius anak t iersiebiut, 

siapa k iediua orang t iua anak t iersiebiut. 



 

P ierkawinan ataiu Piernikahan Siri siebagaimana dijielaskan diatas tidaklah miemiliki 

piengakiuan hiukium yang dibiuktikan d iengan akta ot ientik bier iupa akta piernikahan ataiu biukiu nikah. 

Tidak adanya biukiu nikah ataiu akta pierkawinan t iersiebiut miembiuat pasangan t iersiebiut tidak dapat 

mienierbitkan kart iu kieliuarga. pada masa-masa k ienabian dan iulama- iulama t ierdahiuliu dan t ient iunya 

kietient iuan piencatatan p iernikahan tidak ada di dalam biukiu-biukiu fikih klasik. Kietiadaan p iencatatan 

piernikahan pada masa it iu kar iena bielium mienjadi k iebiut iuhan pokok.  

Diengan pier iubahan zaman yang siemakin majiu diengan adanya k iemajiuan t ieknologi dan 

dinamika masyarakat yang bierimbas pada pola k iehidiupan k ieliuarga siesiuai diengan t iunt iutan zaman. 

Kiehidiupan siemakin kompliek dan r iumit siehingga piencatatan administrasi p iernikahan mienjadi 

siuat iu kiebiutiuhan diemi kiemashlatan maniusia, Olieh kar iena it iu piemierintah miembierikan hak bier iupa 

piembierian kart iu kieliuarga bagi pasangan t iersiebiut. siesiuai diengan kaidah 

 

 د حوال والنيات والعواعن والْأاواْلمك نمالزتوى واختالفها بحسب تغيّر اْلفتغيّر ال 

Pieriubahan fatwa dan p ierbiedaanya miengikiuti p ieriubahan zaman, tiempat, kieadaan, niat dan adat 

kiebiasaan 

Dalam Al-Qiur’an t ierdapat ayat yang miengat iur t ientang anjiuran iunt iuk mielakiukan p iencatatan 

dalam prosies miuamalah, yakni t ierdapat pada siurah Al-Baqarah ayat 282: 11 

ا اِذاَ تدَاَينَْتمُْ بِديَْنٍ الِٰٰٓى اَ  ى يٰٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْٰٓ سَمًّ  فاَكْتبُوُْهُ  جَلٍ مُّ

Hai orang-orang yang bieriman, apabila kamiu biermiu’amalah tidak siecara t iunai (b ierhiutang) 

iuntiuk wakt iu yang dit ientiukan, hiendaklah kamiu mieniuliskannya...”  

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa piencatatan (biukti t iertiulis) it iu sielaliu dilaksanakan pada 

pierdagangan yang tidak tiunai. Dan yang dimasiukkan kiepada katiegori yang tidak tiunai adalah 

siemiua pierjanjian pierikatan yang ada kielanjiutanya (siepierti halnya piernikahan), sierta tidak sieliesai 

piersoalanya hanya pada saat tierjadinya akad, yang bisa didiuga kiemiungkinan t ierjadi piermasalahan 

ataiu timbiul pierkara sierta piersiengk ietaan pada kiemiudian hari. 

Bierpatokan ayat A-Qiur’an siurat Al-Baqarah ayat 282 di atas, Adanya analogi t iersiebiut kariena 

mieniekankan pierkawinan siebagai aspiek kiepierdataan (kontrak sosial) dari pada agama. S ielanjiutnya 

dari aspiek t iujiuannya, Kart iu kieliuarga sangatlah iurgient siebagai dasar pasangan t iersiebiut mielakiukan 

                                                             
11 QS.Al-Baqarah (2) ayat 282. 



 

hak dan k iewajiban siebagai siuami istri sierta ada kiemashlahatan di dalam piencatatan piernikahannya 

yait iu giuna miembierikan pierlindiungan t ierhadap siuami-istri bahkan anak.12 

Langkah p iemierintah miempiermiudah t ierbitnya kart iu kieliuarga bagi pasangan yang kawin di 

bawah tangan ini siejalan d iengan firman Allah SWT dalam s iurat Al-Baqarah ayat 185 dan hadist 

siebagai bierikiut:13 

 

ُ بكُِمُ الْيسُْرَ وَلََ يرُِيْدُ بكُِمُ الْعسُْرَ    يرُِيْدُ اللّٰه

Allah mienghiendaki kiemiudahan bagim iu, dan tidak m ienghiendaki kiesiukaran bagimiu.14 

" اسْتطََعْتمُْ  مَا مِنْهُ  فأَتْوُا بهِِ  أمََرْتكُُمْ  وَما  

Apabila akiu pierintahkan kiepada kalian m iengierjakan siuatiu pierkara maka laksanakanlah 

siemampiu kalian. (H.R Bukhari-Muslim)15 

Olieh kar iena siegala pierbiuatan baik har ius sat iu tiujiuan dan siejalan diengan kietient iuan tiersiebiut, 

manakala tidak siejalan diengan tiujiuan it iu maka har ius dihindari. Diemikian piula diengan piernikahan, 

har ius dijaga kiemaslahatannya baik bagi orang yang mielaksanakannya maiupiun orang-orang yang 

tierkait diengan pielaksanaan akad piernikahan tiersiebiut. Siegala pierbiuatan yang mienimb iulkan 

kiemiudlaratan dari k iejadian p iernikahahan, har iuslah dihindari. Rasiuliullah SAW biersabda: 16 

 

اقِ أنَْبأَنَاَ مَ  زَّ دُ بْنُ يَحْيىَ حَدَّثنَاَ عَبْدُ الرَّ بْنِ عَبَّاسٍ عْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ احَدَّثنَاَ مُحَمَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ لََ ضَرَرَ وَلََ  ِ صَلَّى اللَّّٰ   ضِرَارَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّّٰ

T ielah miencieritakan kiepada kami M iuhammad bin Yahya b ierkata, t ielah miencieritakan kiepada 

kami Abdiurrazaq b ierkata, t ielah miembieritakan kiepada kami Ma'mar dari Jabir Al Jiu'fi dari 

Ikrimah dari Ibniu Abbas ia b ierkata, "Rasiuliullah shallallah iu 'alaihi wasallam b iersabda: "Tidak 

bolieh b ierbiuat madlarat dan hal yang mienimbiulkan madlarat. 

(HR. Ibn Majah dari ibn Abbas). 

                                                             
12 Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Setiawan Bin Lahuri, “Kedudukan Pencatatan 

Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” Syari’ah, Vol. 3, No. 2, (December 

2020), 228-229. 
13 Al-Qur’an surah Al-Baqarah: 185. 
14 Al-‘Aliyy, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005), hal. 22 
15 Abu Al-Fida Ismail, Tuhfat altaalib bima’rifat’ ahadith mukhtasar abn alhajib, (Dar Ibnu Hazm, 

1996), hal. 205. 
16 Apache/2.4.62 (Ubuntu) Server at shamela.foundation Port 443, diakses pada hari jum’at, 20 

Juni 2025. 



 

Maka d iengan adanya p iencatatan p iernikahan manfaatnya sangatlah biesar siekali dalam 

kiehidiupan biermasyarakat. Siebaliknya jika p ierkawinan it iu tidak ada r iegiulasi yang miengat iurnya 

diengan jielas Undang-Undangnya, pihak-pihak yang mielangsiungkan piernikahan it iu hanya akan 

miemanfaatkannya iunt iuk kiepientingan siendiri dan akan mier iugikan pihak lain t ier iutama ist ieri dan 

anak.  

Unt iuk miempiermiudah miemahami k ierangka p iemikiran dalam p ienielitian ini, p ienieliti akan 

miembiuat bagan siebagai bierikiut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerbitan 

KK 

Tercatat di KUA 

(Tertib Administrasi) 

Tidak di catatkan 

di KUA 

  

Penerbitan 

KK 

Perpres 25 

Thn 2008 
Perpres 96 

Thn 2018 

Dapat 

Memiliki KK 

(Kartu 

Keluarga) 

Tidak dapat 

Memiliki KK 

(Kartu 

Keluarga) 

Dapat 

Memiliki KK 

(Kartu 

Keluarga) 

Akibat 

Hukum 

Akibat 

Hukum Akibat 

Hukum 

PERNIKAHAN 

Mendapat 

Pengakuan Capil, 

Memperoleh 

Perlindungan 

Hukum dan hak 

keperdataan 

yang sempurna 

, Memperoleh 

Perlindungan 

Hukum dan hak 

Tidak mendapat 

Pengakuan Capil, 

tidak memperoleh 

Perlindungan 

Hukum dan hak-

hak keperdataan 

secara sempurna 

 

Mendapat 

Pengakuan Capil, 

Tidak memperoleh 

Perlindungan Hukum 

dan tidak 

mendapatkan hak 

keperdataan secara 

sempurna 
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